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ABSTRAK   



 

1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memiliki anak adalah kebanggaan dan anugerah dalam keluarga, tujuan dari 

adanya perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan serta kelestarian harta 

kekayaan. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tua, karena 

keberadaan seorang anak ialah gambaran wujud dari keberlangsungannya sebuah 

keluarga. Hubungan hukum antara orang tua dan anak menimbulkan hak dan 

kewajiban antara keduanya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 45 dan 46, menjelaskan:  

Bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Meskipun demikian, anak tentu juga memiliki kewajiban kepada orang tuanya. 

Hal ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, yakni: 

Bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka 

yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut 

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka 

memerlukan bantuan. 

Hal ini merupakan bukti bahwa adanya hubungan hukum dari timbulnya hak dan 

kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan. 
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Akan tetapi, hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan 

dimana terkait berbagai hal maupun alasan tertentu keinginan untuk memiliki anak 

tidak dapat tercapai, sebagian besar pasangan suami isteri yang mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Sehingga berbagai usaha akan dilakukan 

oleh pasangan suami isteri untuk memiliki anak, salah satunya dengan mengangkat 

anak. Keluarga merupakan peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial sebagai kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, 

ibu, dan anak. Oleh karenanya ketika itu tidak terwujud, maka tidak jarang 

pasangan suami isteri yang belum punya anak melakukan pengangkatan anak 

angkat (adopsi).1 

Bahkan, diakui bahwa mayoritas warga negara Indonesia yang beragama 

muslim telah menjadikan pengangkatan anak sebagai adat dan kebiasaan melalui 

penggunaan sistem lembaga peradilan agama. Pemerintah mengeluarkan 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara 

khusus. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 171 huruf h bahwa berdasarkan 

putusan pengadilan, hak anak angkat yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan 

keluarga baik orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang memiliki tanggung 

jawab atas perawatan dan pendidikan hidupnya.2 Jika dibandingkan dengan 

uraian anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam 

 
1 B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat 

Hukumnya DI Kemudian Hari, C.V. Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal.39. 
2 Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam, ps. 171 huruf h. 
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memiliki unsur keselarasan. Maka dari itu dapat didefinisikan berdasarkan Pasal 

1 angka 9, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 

pengawasan orang tua, wali yang sah atau penanggung jawab lainnya kepada 

orang lain menurut atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, 

ke dalam lingkungan keluarga lingkungan keluarga orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.3 Akan tetapi, pengangkatan 

anak bahwasannya telah dilakukan dengan alasan dan cara yang berbeda-beda 

sebagaimana dengan sistem hukum yang tumbuh di dalam masyarakat yang 

bersangkutan.  

Telah disebutkan di dalam Hukum Kompilasi Islam mengenai pemeliharaan 

anak angkat untuk hidupnya sehari-hari sehingga tujuan dari pengangkatan anak 

adalah untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup orang tua 

kandung, meneruskan keturunan bagi perkawinan yang tidak memperoleh 

keturunan, dan untuk anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh 

keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah sehingga 

keadaan demikian yang dapat menimbulkan permasalahan lanjutan mengenai 

pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun 

orang tua asal (kandung).  

Sehingga dengan demikian bahwa pengangkatan anak harus melalui dan 

sesuai dengan proses hukum berupa produk penetapan pengadilan, sebab 

pengangkatan anak atau adopsi anak menurut E.E.A. Lutijen sebagaimana dikutip 

 
3 Sumiati Usman, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris”, Jurnal Lex 

Privatum, vol.1, no.4, (2013) https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3071 
hlm. 137 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3071
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oleh R.Subekti “Adopsi harus dilakukan di muka Hakim dan berakibat bahwa 

hubungan-hubungan hukum antara anak dengan keluarga yang lama menjadi 

putus”.4 

Terdapat empat ketentuan menurut M. Budiarto yang dapat membenarkan 

pengangkatan anak di dalam hukum islam, antara lain5 : 

1. Tidak terputus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua 

kandung dan keluarga asalnya. 

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari orang tua 

angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris yang sah dari orang tua 

kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai 

pewaris yang sah dari anak angkatnya. 

3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara 

langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal. 

4. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali yang sah dalam perkawinan 

anak angkatnya. 

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat tidak melebihi 

kedudukan dari seorang anak kandung. 

Sedikit berbeda dengan hukum adat, anak angkat merupakan suatu ikatan 

sosial yang identik dengan hubungan kewangsaan biologis. Dalam hal kewarisan 

dan perkawinan menurut hukum adat, anak angkat praktisnya mempunyai status 

 
4 R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 20 
5 Peni Linda Listyawati dan Wa Dazriani, Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris 

Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata, 
Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. 2, no.3 (2015) 
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1511 
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yang sama dengan anak kandungnya. Namun, hal demikian sangat berbeda 

menurut hukum Islam. Pengangkatan anak yang menimbulkan ikatan kekerabatan 

antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetapi tidak menimbulkan hak 

waris yang secara tegas dilarang menurut hukum Islam.6 

Kedudukan anak angkat juga dapat memicu perselisihan di dalam keluarga 

karena permasalahan status dan kedudukannya dalam pembagian harta waris 

seperti halnya kasus yang akan diangkat dalam pembahasan skripsi ini yang 

kronologisnya berawal dari Hj. Nurisah binti Hasanudin beserta anak-anaknya 

yaitu Rachmat Darmawan Putra dan Muhammad Alfan yang merupakan ahli 

waris dari Alm H. Zainal Asri bin Hasan Idris dalam Penetapan Ahli Waris 

Nomor 0046/Pdt.P.2018/PA.Plg. Tidak lama kemudian pada tanggal 9 Maret 

2021 Hj. Nurisah meninggal dunia karena sakit, sehingga membuat Rachmat 

Darmawan Putra mengajukan permohonan penetapan ahli keperdataan bagi 

adiknya yang belum cakap umur yaitu Muhammad Alfan, umur 16 tahun yang 

telah ditetapkan dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Plg. Hal ini 

dimaksud untuk mempermudah dalam kepengurusan atas hak katas Pendidikan 

dan asuransi dari Muhammad Alfan. 

Pada tanggal 20 April 2021 terdapat gugatan pembagian harta waris yang 

diajukan oleh delapan orang Penggugat antara lain :  

1) Asmara Dewi binti Hasan Idris 

2) Nazaruddin bin Hasan Idris 

 
6 Rosnidar Sembiring, Hukum Waris Adat, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, 

hlm.105  
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3) Badaria binti Hasan Idris 

4) Riduanto bin Hasan Idris 

5) Rodyawati binti Hasan Idris 

6) Arifin Bakri bin Hasan Idris  

7) Abdullah Jauhari bin Jouhori 

8) A. Goni bin Abdul Rojak 

Yang merupakan saudara-saudari dari Alm H. Zainal Asri bin Hasan Idris dan 

Almh Hj. Nurisah binti Hasanuddin yang menyatakan bahwa dari pernikahan Alm 

H. Zainal Asri dengan Almh Hj. Nurisah tidak dikaruniai (memiliki) anak 

kandung, melainkan adanya pengangkatan anak yaitu : 

1) Rachmat Darmawan Putra 

2) Muhammad Alfan 

Yang kemudian dianggap sebagai tergugat dalam Gugatan Pembagian Harta 

Waris tersebut. Bahwa mengenai harta waris Alm H. Zainal Asri dengan Almh Hj. 

Nurisah antara lain :  

a. Harta berupa tanah beserta bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik 

Nomor 3359 

b. Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254 

c. Deposito sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) 

pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palembang 

d. Tabungan Simpedes di Bank BRI Kantor Cabang Palembang 

e. Tabungan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Balikpapan 
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Sehingga hal ini menimbulkan kesepakatan antara kedua pihak untuk 

menyelesaikan sengketa dengan membagi harta warisan secara mufakat dan 

kekeluargaan yang ditetapkan dalam Akte Perdamaian Nomor 

1167/Pdt.G/2021/PA.Plg.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya 

secara ilmiah dalam bentuk skripsi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta 

Waris Anak Angkat Melalui Kesepakatan Perdamaian (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Plg) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka timbul 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembagian harta warisan kepada anak angkat menurut Hukum 

Islam dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 

1167/Pdt.G/2021/PA.PLG? 

2. Bagaimana proses penetapan ahli waris untuk anak angkat belum cakap umur 

dalam proses administrasi perbankan sebagai tindak lanjut dari putusan 

Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami pembagian harta waris kepada anak angkat 

berdasarkan secara Hukum Islam dalam kasus putusan Pengadilan Agama 

Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG. 
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2. Untuk mengetahui dan menguraikan proses administrasi perbankan  bagi anak 

angkat yang belum cakap umur dalam melakukan perbuatan hukum terhadap 

haknya sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Agama Palembang 

Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam salah satu rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam bidang ilmu hukum 

perdata, khususnya dengan pelaksanaan proses pembagian harta waris yang 

berkaitan dengan anak angkat. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bacaan bagi masyarakat yang ingin 

mengetahui lebih dalam atas permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini manfaat praktis yang dapat diberikan sebagai berikut: 

 

 

a. Bagi Calon Pewaris  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan 

bagi calon pewaris jika  mengalami permasalahan dalam pembagian harta 
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warisan terhadap anak angkat dan dapat memberikan alternatif penyelesaian 

terhadap permasalahan yang terjadi.  

b. Bagi Ahli Waris 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi ahli waris terkait proses 

hukum pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam. 

c. Bagi Anak Angkat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan memberikan 

pemahaman bagi anak angkat mengenai hak-hak dan kedudukan anak angkat 

dalam pembagian harta warisan. 

d. Bagi Hakim Pengadilan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

tentang yurisprudensi sebagai produk hukum bagi hakim pengadilan dalam 

menangani perkara pembagian harta warisan terhadap anak angkat. 

e. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

pada umumnya dan khususnya pada orang tua yang akan melakukan 

pengangkatan anak yang terkait langsung dalam permasalahan tentang hak 

waris untuk anak angkat.  

 

 

E. Kerangka Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan 

pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Kepastian hukum 

menginginkan harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap 

peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Terdapat istilah flat Justitia 

at pereat mundus yaitu bebas menjadi meskipun dunia runtuh hukum harus 

ditegakkan yang menjadi dasar dari asas kepastian hukum dianut oleh aliran 

potivisme. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. 

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman 

bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut 

dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum 

di dalam masyarakat.7 Merujuk pada teori ini, status hukum anak dalam hubungan 

kewarisan sangatlah penting sebab anak adalah keturunan yang akan menjadi 

penerus dari kedua orang tuanya. Namun, berbeda hal nya dengan kepastian 

hukum kedudukan anak angkat dalam pembagian harta waris.  

 

2. Teori Perlindungan Hukum  

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa perlindungan hukum adalah hak 

asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh masyarakat sehingga diberikan 

 
7 Tata Wiajayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya 

dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. Jurnal Dinamika Hukum, vol. 14, no.2 (2014) 

https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285 
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pengayoman agar dapat memanfaatkan seluruh hak yang diberikan undang-

undang dalam  hukum.8 Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukum 

moral mencerminkan dan mengatur kehidupan manusia yang diekspresikan 

melalui keduanya secara internal maupun eksternal.9 

Perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang 

dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, 

pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum ialah segala 

upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 

kepada saksi dan/atau korban.10 Berdasarkan berbagai sudut pandang diatas, 

dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi 

kehidupan manusia dalam memenuhi hak-hak nya guna terciptanya ketentraman 

dan ketertiban untuk mendapatkan pengayoman dalam menjaga dari tindakan 

sewenang-wenang agar masyarakat mempunyai kepastian hukum dalam 

melakukan perbuatan hukumnya. Seperti halnya dalam permasalahan yang 

penulis bahas bahwa hak warisan bagi ahli waris yang merupakan anak angkat 

dari pewaris sehingga menimbulkan penuntutan dari pihak yang memiliki hak-

hak nya guna terciptanya ketentraman untuk mendapatkan pengayoman dalam 

menjaga dari tindakan yang sewenang-wenang karena perlindungan hukum 

bertujuan agar setiap manusia dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum negara. 

 

 
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.52 
9 Ibid. hlm. 58 
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1985, hlm.133 
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3. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam mewujudkan 

nilai keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat (ex aquo et 

bono). Dasar yang merujuk pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan berdasarkan hukumnya (rechtsgronden) berdasarkan dengan teori dan 

temuan penelitian yang terhubung sebagai pertimbangan dalam membuat 

keputusan di Pengadilan.  

Hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan dengan tujuan agar 

pertimbangan tersebut harus bermanfaat dan memiliki nilai yang penuh ketika 

memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.11 

Pertimbangan hakim, yang mengarah pada keputusan atau kesimpulan dari suatu 

perkara, dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan setelah 

dipertimbangkan dan dinilai secara cermat. 

 
4. Teori Hukum Kewarisan Islam 

Hasby As-Shiddiqi mengatakan mengenai pengertian hukum waris (fiqh 

mawaris) merupakan ilmu dimana dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, 

orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing 

ahli waris serta cara pengembaliannya.12 

Mawaris merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta 

peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak 

 
11 Herdi Fardianyah, Nanda Dwi Rizkia, Muhamad Sadi, Pengantar Ilmu Hukum, CV. 

Itelektual Manifes Media Bali, 2023, hlm..27 
12 Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, Fiqih Mawaris, Pustaka Rizki Putra, 

Semarang, 2001, hlm. 5 
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menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.13 Menurut 

hadist Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:  

Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri atas 

sesamanya. Oleh karena itu bila ada orang yang meninggal, dan meninggalkan 

hutang yang tidak dapat dibayarnya, maka kewajibankulah untuk membayarnya, 

dan jika dia meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. 

Teori ini berkaitan dalam penyelesaian pembagian harta warisan  menurut Hukum 

Islam dalam putusan Pengadilan Agama Palembang. 

 
F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah : 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini tergolong jenis penelitian 

hukum hukum kepustakaan (normatif). Penelitian hukum normatif merupakan 

penelitian yang menggunakan cara dengan meneliti bahan Pustaka sekunder 

belaka. Penelitian hukum normatif ini mempelajari mengenai teori dan asas 

peraturan perundang-undangan yang memiliki kesinambungan dengan masalah 

yang dibahas dalam penulisan ini.14 

 
13 Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai 

Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia, Sina Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7 
14 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan 

Singkat, cet. 8, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm. 13 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-Undang   (Statue Approach) 

Metode pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memahami 

serta menganalisis hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.15 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Berdasarkan fokus penelitian adalah studi kasus, maka penulis melakukan 

pendekatan kasus (case approach). Dalam pendekatan kasus peneliti perlu 

memahami alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada 

keputusannya atau ratio decidendi.16 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat kepada masyarakat seperti peraturan dasar, peraturan 

perundang-undangan yang meliputi :  

1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam 

2) Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Plg 

 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2011, hlm.133 
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 

2005, hlm. 119 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer agar dapat mengalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-

buku mengenai literatur hukum yang mempunyai kaitan dengan tema penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Seperti jurnal ilmu hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut 

dengan penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti 

bahan Pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan 

acuan dalam bidang hukum atau rujukan bidang hukum.17 Metode penelitian 

kepustakaan ini dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi. 

Selain itu,  hasil penelitian  dilakukan dengan kegiatan membaca, mencatat, 

mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris pengganti 

dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif,  pendekatan kualitatif adalah data yang dikumpulkan peneliti dipilih 

 
17 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.119 
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berdasarkan mutu atau kualitas dan memiliki kaitan dengan permasalahan 

penulis. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif dengan menentukan 

suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan 

hukum yang menjadi objek kajian pendekatan yang menghasilkan data deskriptif 

yakni tulisan atau kata-kata serta tingkah laku dan teknik pengumpulan 

datanya.18 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

berfikir deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang mempunyai 

hubungan dengan permasalahan dari data-data yang diteliti dengan peraturan-

peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus. 

 
18 Ibid., hlm.79 
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